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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Dari hasil survey Persepsi Korupsi yang telah dilakukan 

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Koba diperoleh informasi bahwa 

pada Pengadilan Negeri Koba memiliki Indeks Persepsi Korupsi 

berada pada angka 3,99 (tiga koma sembilan sembilan)/dalam 

skala 1- 100 maka nilai yang diperoleh 99,65% (sembilan puluh 

sembilan koma enam lima) persen atau masuk pada kategori Bersih 

dari Korupsi. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari 

indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai 

berikut: 

1) Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00 (8) 

2) Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00 (2) 

3) Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00 (3) 

4) Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks  4,00 (4) 

5) Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00 (5) 

6) Indikator Hadiah, mendapat indeks  4,00 (6) 

7) Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,00 (7) 

8) Indikator Percaloan, mendapat indeks  3,96 (9) 

9) Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,90 (10) 

10) Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00 (8) 

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di 

Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya, 

diperoleh kepuasan responden 3 (tiga) nilai paling tinggi berada 

pada Indikator “Transaksi Rahasia” mendapat indeks 4,00 disusul 

Indikator “Penyalahgunaan Jabatan” mendapat indeks 4,00 dan 

Indikator “Menjual Pengaruh” mendapat indeks 4,00; 

 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di 

Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya, 

diperoleh kepuasan responden 3 (tiga) nilai paling rendah berada 

pada Indikator “Perbuatan Curang”  mendapat indeks 3,90 disusul 



























  

NOTULA 

 

 

Dasar : Surat Undangan Nomor 2/PAN.04/UND.PW1.1.2/I/2024 

  

Hari  : Kamis 

Tanggal : 4 Januari 2024 

Pukul : 10.00 WIB 

Tempat  : Ruang Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Koba 

Acara  : Rapat Monitoring Evaluasi dan tindak lanjut Laporan Hasil   

  Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun   

  2023 

  pada Pengadilan Negeri Koba; 

Peserta Rapat : 1. Hakim Pengawas. 

  2. Panitera Muda Hukum; 

  3. Staf/Honorer Kepaniteraan Hukum; 

 

JALANNYA RAPAT: 

Hakim Pengawas Kepaniteraan Hukum membuka rapat Monitoring 
Evaluasi dan tindaklanjut Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV 
Tahun 2023 dan menyampaikan arahan sebagai berikut: 

− Agar Kepaniteraan hukum sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam 
pelaksanaan survey terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara 
maksimal untuk meningkatkan tingkat kepuasan Masyarakat setelah menerima 
layanan dari Petugas PTSP; 

− Panitera Muda Hukum agar tetap memperhatikan jumlah responden yang 
harus dipenuhi dalam penilaian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK). 

Selanjutnya Panitera Muda Hukum menyampaikan pelaksanaan Survey 
Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2023 berjalan 
dengan baik dengan jumlah total responden 50 responden, yaitu jenis kelamin 
laki-laki 31 orang, perempuan 19 orang, dengan Nilai Survey Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 99,65 % (sembilan puluh sembilan koma enam lima) persen 
atau dalam interval 1 – 4 Pengadilan Negeri Koba memperoleh nilai sebesar 3,99 
(tiga koma sembilan sembilan) berada pada kategori “SANGAT BAIK” (pada 
interval 88,31 s/d 100) 

Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pengguna layanan Pengadilan 
di Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh 
kepuasan responden dengan 3 (tiga) nilai terendah berada pada ruang lingkup: 
1. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di 

Pengadilan dengan nilai rata rata per ruang lingkup yaitu 3,90; 
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2. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan 
di Pengadilan, dengan nilai rata rata per ruang lingkup yaitu 3,960; 

3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku, dengan nilai rata rata per ruang lingkup yaitu 4,00; 

Untuk menindakanjuti 3 (tiga) nilai terendah hasil Survei Kepuasan 
Masyarakat Pengadilan Negeri Koba tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Koba 
telah mengintruksikan pihak terkait agar melakukan tindak lanjut sebagai berikut: 
1. Perbuatan Curang 

Dari hasil yang diperoleh Pengadilan Negeri Koba pada indikator Perbuatan 
Curang bahwa Pengadilan Negeri Koba memperoleh Nilai yaitu sebesar 3,90 
dengan demikian masyarakat menyatakan bahwa walaupun minim tapi masih 
ada praktek Perbuatan Curang atau terjadi terjadi praktek KKN di dalam 
pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Koba, walaupun demikian 
Pengadilan Negeri Koba tetap harus meningkatkan pelayanan yang maksimal; 

2. Percaloan 
Dari hasil yang diperoleh Pengadilan Negeri Koba pada indikator Percaloan 
bahwa Pengadilan Negeri Koba memperoleh Nilai Maksimal yaitu sebesar 3,96 
dengan demikian Masyarakat menyatakan bahwa walaupun minim tapi masih 
ada terjadi praktek percaloan di Pengadilan Koba, walaupun demikian 
Pengadilan Negeri Koba tetap harus meningkatkan pelayanan yang maksimal. 

3. Manipulasi Peraturan 
Dari hasil yang diperoleh Pengadilan Negeri Koba pada indikator Manipulasi 
Peraturan bahwa Pengadilan Negeri Koba memperoleh Nilai Maksimal yaitu 
sebesar 4,00 dengan demikian Masyarakat menyatakan bahwa pelayanan 
oleh petugas di Pengadilan Koba sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang 
berlaku, dan Pengadilan Negeri Koba akan harus meningkatkan pelayanan 
yang maksimal. 

 
Untuk menindakanjuti hasil Survei Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri 

Koba, Ketua Pengadilan Negeri Koba telah mengintruksikan pihak kepaniteraan 
terkait agar melakukan tindak lanjut terhadap 3 unsur terendah dalam penilaian 
SPAK triwulan IV tahun 2023 Pengadilan Negeri Koba yang dilakukan pada 
tanggal 3 Januari 2024 yaitu sebagai berikut: 
1. Indikator Perbuatan Curang 

a) Pada rapat Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi 
tanggal 3 Januari 2023 Ketua Pengadilan Negeri Koba menyampaikan 
kepada seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Koba agar tidak melakukan 
praktek perbuatan curang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada 
masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Koba dan Ketua 
Pengadilan Negeri Koba mengingatkan kembali himbauan Pimpinan 
Mahkamah Agung telah memerintahkan kepada badan-badan peradilan 
dibawahnya untuk tidak melakukan praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan 
Nepotisme) dalam pelaksanaan peradilan. 

b) Telah dipasang banner anti gratifikasi di ruang PTSP Pengadilan Negeri 
Koba, dan di beberapa tempat di Pengadilan Negeri Koba dan juga di 
website resmi Pengadilan Negeri koba (https://pn-koba.go.id/) 

 
 

 

https://pn-koba.go.id/


2. Indikator Percaloan 
a) Pada rapat Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi 

tanggal 3 Januari 2023 Ketua Pengadilan Negeri Koba menyampaikan 
kepada seluruh aparatur Pengadilan Negeri Koba agar tidak melakukan 
praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Koba. 

b) Ketua Pengadilan Negeri Koba menekankan kepada petugas PTSP agar 
memberikan layanan sesuai dengan ketentuan SOP Pengadilan Negeri 
Koba yang telah ditetapkan; 

3. Indikator Manipulasi Peraturan 
Pada rapat PTSP bulan Desember 2023 yang dilakukan pada tanggal 3 
Januari 2024 Ketua Pengadilan Negeri Koba telah menetapkan SOP (Standar 
Operasional Prosedur) untuk masing-masing bagian dalam menjalankan tugas 
pokok dan fungsi dan SOP PTSP dalam mengeluarkan apa yang menjadi 
produk layanan pengadilan, dimana dalam SOP-SOP tersebut telah 
ditetapkan apa saja tahapan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan, 
dan apa saja syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan. 

Diharapkan dengan tindakan perbaikan yang telah dilakukan Pengadilan 
Negeri Koba dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada Pengguna 
atau Penerima layanan pada Pengadilan Negeri Koba sehingga merasa sangat 
puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Koba. 

Demikianlah hasil rapat Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Indeks 
Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2023, ditutup oleh Ketua 
Tim Survey Pengadilan Negeri Koba. 

 
 

Notulis 
 
 
 

Uspa Demarati 
NIP 198508042009122002 

 
Mengetahui,  

Hakim Pengawas Bidang 
 
 
 

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. 
NIP 19930821 201712 2 001 

 

  



 

Rapat Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Indeks Survei Persepsi Anti 

Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2023 

 

 

 

 

 

  



DAFTAR HADIR 

 

Hari/Tanggal Pelaksanaan : Kamis, 4 Januari 2024; 

Jam Pelaksanaan : 10.00 WIB; 

Tempat Pelaksanaan : Ruang Kepaniteraan Hukum 
Pengadilan Negeri Koba 

Acara  : Rapat Monitoring Evaluasi dan 
tindak lanjut Survei Persepsi Anti 
Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 
2023; 

 

No. Nama Jabatan Tanda tangan 

1.  Rizki Ridha 
Damayanti, S.H., 
M.H. 

Hakim Pengawas  

 

2.  Uspa Demarati, S.H. Panmud Hukum 

 

3.  Kiki Kurniawan, S.H. PP/Staf Hukum 

 

4.  Siti Damayanti, S.H.  Staf Hukum (PTSP) 
 
 
  

 

 

 

  

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG  

PENGADILAN NEGERI KOBA 
Jln. Gelora No. 1 Komplek Perkantoran Pemkab. Bangka Tengah, Kecamatan Koba, 

Kelurahan Padang Mulya, Bangka Tengah, Kep. Bangka Belitung 33681 
www.pn-koba.go.id, pengadilan.negeri.koba@gmail.com 

  

 



FORM TINDAK LANJUT  
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) Triwulan IV Tahun 2023 
  pada Pengadilan Negeri Koba 

 

Rapat Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi tanggal 

3 Januari 2023 Ketua Pengadilan Negeri Koba menyampaikan kepada 
Petugas PTSP Pengadilan Negeri Koba agar tidak melakukan praktek 
perbuatan curang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada 

masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Koba. 
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Keterangan: Himbauan-himbauan melalui web pn koba yang menyampaikan untuk 

tidak melakukan praktek kkn (kolusi, korupsi dan nepotisme) dalam 

pelaksanaan peradilan. 

 

 

 

 

 

 



Keterangan:  Pengadilan Negeri Koba telah melaksanakan kampanye anti gratifikasi 
dengan turun ke jalan raya bypass padang mulia Kecamatan Koba. 

 

Keterangan:  himbauan Pimpinan Mahkamah Agung yang telah memerintahkan 
kepada badan-badan peradilan dibawahnya untuk tidak melakukan 
praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam pelaksanaan 
peradilan (dimuat dalam media sosial PN Koba) 

 



Pada hari Rabu 3 Januari 2023, Kamis 4 Januari 2023 Hakim Pengawas PTSP 
bersama-sama supervisor melakukan briefing terhadap Petugas PTSP 
mengingtkan untuk dalam memberikan pelayanan selalu memperhatikan) 3S 
(Senyum, Salam, Sapa) dan selalu menerapkan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat 
dan Rajin. 

 

 

 



 
 
1.  

 

 

Sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur), salah satunya SOP 

Kepaniteraan Hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi 

pada Kepaniteraan HukuM dan SOP PTSP sebagai acuan dalam 

mengeluarkan produk layanan pengadilan. 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

2.  

 
SK Ketua Pengadilan Negeri Koba untuk memberlakukan SOP 

(Standar Operasional Prosedur) tersebut 

 

 

TANGGAL PELAKSANA DISETUJUI 

4 Januari 2023 PANITERA MUDA 
HUKUM 

KETUA  

  

STAMP/STEMPEL USPA DEMARATI, S.H. DERIT WERDININGSIH, S.H. 

NIP. 198508042009122002 19780430 200502 2 002 
 

 


